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Menimbang

Mengingat

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT
NOMOR : W16.U2/17/KPN/OT.01.3/SK/1/2018

TENTANG

PENETAPAN REVIU KE - 3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI SAMPIT

KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT

a.

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sampit;

Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan dimulai Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019 maka
Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk
penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Nomor W16-U/1272/0T.01/1X/2017 tanggal 25 September 2017 perihal
Tindak Lanjut Konsolidasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), maka perlu dilakukan Penyesuaian terhadap
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sampit mengacu pada
Matrik IKU yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik
Indonesia;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf
a, b, ¢ dan d maka perlu mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Negeri Sampit.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman

Penyusunan Indikator Kinerja Utama;



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretaritan Peradilan.

1. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
192/KMA/SK/X1/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama
Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor
W16.U2/1734/0T.01.2/X11/2017 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2017
dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT TENTANG
PENETAPAN REVIU KE-3 INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAMPIT.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sampit mengalami perubahan
Kinerja Utama sebagai berikut :
1.  Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel,
Indikator Kinerjanya terdiri dari :
a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan perkara Pidana dan
perkara Perdata;
b) Persentase perkara Pidana dan Perdata yang diselesaikan tepat
waktu;
¢) Persentase penurunan sisa perkara Pidana dan Perdata;
d) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum berupa
banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
e) Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi;
f) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan

peradilan.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, Indikator

Kinerjanya terdiri dari :

a) Persentase isi putusan yang diterimaoleh para pihak tepat waktu;

b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;

c) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan
Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu;

d) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat
vang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah
diputus.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan Indikator Kinerjanya terdiri dari :
a) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan;
b) Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan;
c¢) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Indikator
Kinerjanya terdiri dari :
a) Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi).



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor
W16.U2/42/KPN/SK/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Reviu ke-3
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB.

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sampit
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan
yang digunakan pada Pengadilan Negeri Sampit untuk mereviu rencana
strategis, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen
penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit
Pada fanggal, 02 Januari 2018

NP, 19640503 199212 1001



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT

Nomor W16.U2/17/KPN/OT.01.3/SK/1/2018
Tanggal 02 Januari 2018
Tentang Reviu Ke-3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sampit
REVIU KE - 3 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAMPIT
NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PEN;\):E:;J NG SUMBER DATA
1. | Terwujudnya Proses | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : Jumlah sisa perkara yang diselesaikan Panitera Laporan Bulanan
Peradilan  yang  Pasti, - Perdata x 100% dan
Transparan dan Akuntabel - Pidana Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan Laporan Tahunan
Catatan :
Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya
b. Persentase perkara : Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan Panitera Laporan Bulanan dan
- Perdata x 100% Laporan Tahunan
- Pidan Jumlah perkara yang ada
yang diselesaikan tepat waktu Catatan :
e Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara
yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)
e Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun
berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
s Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan
tahun berjalan -
¢. Persentase penurunan sisa perkara : Tnil-Tn Panitera Laporan Bulanan dan
- Perdata —  x100% Laporan Tahunan
- Pidana Tn.1
Tn = Sisa perkara tahun berjalan
Tn.1 = Sisa Perkara tahun sebelumnya
Catatan :
Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Panitera Laporan Bulanan
Upaya Hukum : : x 100% dan
- Banding Jumlah Putusan Perkara Laporan Tahunan

- Kasasi

Catatan :




ueunye | uesode] oapoid erexiad yequm|
uep %001 % ’ UeN1esa[sTIp jeesedsely Beq ueppea
ueueng ueroder] eIAIUE] ueyresafasip Sued oapoid erexrad yepun( Qued  ospoad  erexgad  asejuesio SO Y eAwmey3uruapy
sndeyrp Sued
1oy1dy exexyaod yepum| snyndip
ueunye], uesoder] %001 X Ye[alos uey | njyem weep auiuo eredas
uep Aisgom wepep peodn (] sosyjerp jedep Sued jeseredsewr ueneysod
ueue[ng ueioder| eI IR | Sued oxidy vaesprad uesnind yepum( sjueuaur Jued eaejrad uesnnd asejuasia,|
Jd uep isesey
Guipueq uexuoyowrp dued ereyiad sexraq yepum|
ueunye | uesoder] %001 X npem jedoy uep
uep dexyBuap eredas N J uep 1sesey deySua eredas Y uep ‘sesey ‘Buipueg
ueue|ng ueiode] RII)IUR, | Juipueq ueynlerp SueA erexyiad seyiaq yepun| ueynlerp Sued erexiad sexroq aseIuasIg
ueunye | uesode| ISPIPON UBIe[Ip Sued erexia yepun|
uep %001 X — I = ISeIpapy Mepw
ueueng uesode] elajue, | ISeIpapy INjefow ueyiesaasip Sued eieyrad yejwn| ueyesopstp  Sued  ereyaad  asejuasio
ueunye | uesode] upsmyn g yepwm| ereiad
uep %001 X np{eas 1eday, yeyy ered ueresapAud]  uppopR3uURY
ueueng uesoder] RIAJIUE] npjesm jeda) ewayip Sued uesnyng 1s| yepun| Yoo ewnaji(] Sued uesning 1] SEIUISID] seyAmIyg upjeySUTUD
Y1qQnJ upueAe[a | ueledduappAua, ] depeyla ]
1eyeredsepy uesendoy Adaing uewopa Sueiual 107 UNYEL 9] IOWON
i Uep NV WUy URINEId] [PNSas YejuLdwad] 1suejsu] ueuede[d,|
N eyeredsepy uesenday xapup urunsnAus] WU UPWOpPd| Suejua)
FO0Z Wreruqoy pz [e93ue) po0T/T/NV I N/ST/AN JOWON NVINTNNA
: uejeje)
ueunye [ uesoden]
uep ue[ipeay uesua uesenday xapuj uepiperad ueueder depegio)
ueajsowag uvsode eIS)IUR ] send Sued ueqipeay weouad uspuodsar xapuj
ueqioy 1e3eqas ueyuIow
‘uereyeloy nyepad reSeqes de88ueip yepy uejeyeloy nyerad yeue : s19A1(]
: uejeje))
ueunye] uesode] yeuy BUPpl ] BIENId] Yejum|
uep %001X 1SI9AL(] UBSUSP UBYIESA[ASIP
ueueng ueiode] e1djue ISI9AL(] eIedas ueyIesafasi(] Sued yeuy euepr] erexzaJ yepum| Sued yeuy euepr ereyiad asejuasia ]

uepeduad uesnind seje send upjewas
eyew ‘wmyny eAedn ueynleSuaw Sued J{Ipas upjewss WNYNY eIRXIS o
Md “sesey Burpueg = wmyny ededn e




Miskin dan Terpinggirkan

Catatan :
Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

b. Persentase perkara yang diselesaikan di Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Panitera Laporan Bulanan
luar Gedung Pengadilan Gedung Pengadilan dan
x 100% Laporan Tahunan
Jumlah perkara yang seharusnya
diselesaikan diluar gedung pengadilan
Catatan :
e Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
e Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar
kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-
gedung Lainnya)
¢. Persentase Pencari Keadilan Golongan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu Panitera Laporan Bulanan
Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan yang mendapatkan layanan bantuan hukum dan
Hukum (Posbakum) x 100% Laporan Tahunan
Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu
Catatan :
e Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
+ Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan
(marjinal)
Meningkatnya Kepatuhan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Jumlah putusan yang ditindaklanjuti Panitera Laporan Bulanan
Terhadap Putusan | ditindaklanjuti (dieksekusi) . x 100% dan
Pengadilan jumlah putusan perkara yang sudah BHT Laporan Tahunan
Catatan :
BHT : berkekuatan hukum tetap
TN
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NEGERI SAMPIT,




